BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil tinjauan beserta analisa yang telah
dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa di rezim regulasi, pidana korporasi terhadap kejahatan privasi dan
data itu tidak diatur atau belum ada, sementara itu penting diatur dan penting
ditegakkan. Apabila melihat subjek hukum yang terdiri dari orang (naturlijke
person) dan badan hukum/korporasi (rechts persoon) sebagaimana dalam
ajaran hukum pidana yang menyandang hak dan kewajiban, serta juga
melihat doktrin strict liability dan vicarious liability, meskipun korporasi
tidak sebagai pembuat tindak pidana secara langsung, terkait dengan
kesalahan pegawai maupun pengurus korporasi tersebut tetap dapat dimintai
pertanggung jawaban pidana korporasi. Bahwa Negara sudah memberikan
perhatian terhadap kejahatan Korporasi melalui Perma No.13 tahun 2016.
Namun tetap diperlukan aturan lain agar dapat berkolaborasi dalam
menangani kejahatan Korporasi khususnya terkait perlindungan data.

2. Bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik saat ini
merupakan suatu kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang
dipersidangkan di pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau
masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP.
KUHAP tidak mencantumkan tentang alat bukti elektronik namun hakim bisa
menggunakan bukti elektronik ini sebagai alat bukti yang menambah alat
bukti lain di luar KUHAP. Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang
Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik secara tegas mendukung
tentang alat bukti elektronik secara formil dan materil agar dapat diterima di
persidangan. Serta karena dalam Hukum Acara Pidana tidak mengenal
hierarki alat bukti.

64

Pertanggung jawaban pidana.., Leonardo Lorencius Silalahi, Fakultas Hukum 2020



SARAN

1.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat undang-undang harus segera
menerbitkan atau mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan
Data Pribadi, untuk mengatasi masalah-masalah terkait perlindungan data.
Serta dalam prosesnya harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat,
jangan sampai aturan yang akan disahkan nanti justru semakin menekan
rakyat.

Aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, diharapkan dapat menimbulkan
rasa disiplin, baik kepada masyarakat atau korporasi. Karena menurut Michel
Foucault® itu yang pertama perlu ada disiplin dan setelah itu baru order. Jadi
subjek (individu dan korporasi) itu perlu disiplinkan baru ada keteraturan.
Masyarakat sebagai individu harus cermat dalam menggunakan sistem
elektronik, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat
merugikan masyarakat itu sendiri.

Perusahaan atau penyedia layanan elektronik harus membuat kebijakan
dalam mengolah data pelanggannya. Membuat standar operasional dalam
rangka melindungi informasi public yang dimiliki oleh perusahaan.

Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang semakin
cepat, maka aparat penegak hukum harus bisa mengikuti perkembang
tersebut, serta mengakui bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang

sah.

! Michel Foucault adalah seorang filsuf Perancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa dan

kritikus sastra, Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan
bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga
kemasyarakatan, terutama penjara dan rumah sakit.
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